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PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

 

NOMOR 119 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Minimal, menyatakan bahwa tim 
penerapan standar pelayanan minimal Kabupaten/Kota 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; 

 
Mengingat 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 
Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan 
Lembaran Negera Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN 
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK. 
 

Pasal   1 
 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 80 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  
Wali Kota  ini  dengan  penempatannya  dalam Berita Daerah Kota Pontianak.  

 
Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal  24 November 2022                     
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

     ttd 
        

         EDI RUSDI KAMTONO 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal  24 November 2022                       
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
      

                              ttd 
               

                        MULYADI 

 
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 119 
 


